
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1      ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1   KONDISI EKONOMI TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN TAHUN 2014
3.2.   
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku 2016 pada umumnya diarahkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan target kinerja pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan daerah.
3.2.1.
 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. 
Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan  Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelengaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.  
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-paya yang dilakukan antara lain :

(1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolan pemungutan;
(2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi daerah
(3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
(4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
(5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
(6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antara SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
(7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
(8) Meningkatkan parttisipsi dan peran pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
(9) Khusus untuk pajak daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
· Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
· Meningkatkan kemudahaan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, samsat keliling, serta penyederhaan sistem dna prosedur pembayaran pajak;
· Meningkatkan informasi dan komunikasi pajak daerah;
· Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antara instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
· Membangunan sistem pembayaran pajak melalui elektronik payment (e-payment) danb secara bertahap memnghapus sistem pembayaran pajak melalui petugas pajak;
· Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.
3.2.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari perkembangan realisasi PAD yang pada tahun 2013 baru mrncapai 304,51 milyar rupiah meningkat menjadi 425,56 milyar rupaih. Peningkatan tersebut diikuti pula oleh kelompok pendapatan dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk tahun 2016 target PAD meningkat dari 603,46 milyar rupiah di tahun 2015 menjadi 616,49 milyar rupiah atau naik 2,16%. Sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi hampir sebesar 60% terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga nantinya dapat mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak kendaqraan bermotor yang sifatnya terbatas. Perkembangan tentang realisasi dan target pendapatan daerah dapat diikuti pada tabel berikut ini.
Tabel 3.7. 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2013 s.d Tahun 2016
	 No. 
	 U   r    a     i    a    n
	J u m l a h

	
	
	Realisasi T.A. 2013
	Realisasi T.A. 2014
	Target T.A. 2015
	Proyeksi T.A. 2016
	Proyeksi T.A. 2017

	1
	2
	4
	
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	1
	PENDAPATAN
	 
	
	 
	 
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	304.513.040.086
	425.565.463.895
	603.458.016.784
	616.486.155.891
	648.891.625.961 

	1.1.1.
	Pajak Daerah
	217.800.852.046
	279.566.231.253
	407.189.258.095
	418.889.258.095
	479.058.162.148

	1.1.2.
	Retribusi Daerah.
	43.994.597.991
	70.162.843.633
	66.406.955.356
	67.735.094.463
	69.902.663.813

	1.1.3.
	Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	19.311.338.769
	31.317.239.117
	69.001.900.000
	69.001.900.000
	74.001.900.000

	1.1.4.
	Lain-Lain PAD yang Sah 
	23.406.251.280
	44.519.149.892
	60.859.903.333
	60.859.903.333
	25.928.900.000 

	 
	 
	
	
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	1.026.829.360.758
	1.165.471.923.932
	1.400.504.592.934
	1.518.282.060.334
	1.591.525.026.695 

	1.2.1.
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	75.747.288.758
	75.633.451.932
	136.107.918.934
	136.107.918.934
	140.871.696.095 

	1.2.2.
	Dana Alokasi Umum
	897.657.192.000
	1.019.704.312.000
	1.177.774.674.000
	1.295.552.141.400
	1.351.038.030.600 

	1.2.3.
	Dana Alokasi Khusus
	53.424.880.000
	70.134.160.000
	86.622.000.000
	86.622.000.000
	99.615.300.000 

	 
	 
	
	
	
	
	

	1.3.
	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah 
	214.270.809.000
	232.132.491.000
	293.243.400.000
	293.243.400.000
	  301.849.080.000 

	1.3.1.
	Pendapatan Hibah
	415.549.000
	218.650.000
	215.000.000
	215.000.000
	  215.000.000

	1.3.2.
	Dana Darurat
	-
	-
	-
	-
	 

	1.3.3.
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	-
	-
	-
	-
	 

	1.3.4.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	213.855.260.000
	231.913.841.000
	293.028.400.000
	293.028.400.000
	 301.634.080.000 

	1.3.5.
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	-
	-
	-
	-
	                                    -   

	1.3.6.
	Dana Penguatan Infrastruktur, Desentralisasi Fiskal, dan Percepatan Pembangunan Daerah
	-
	-
	-
	-
	               -   

	
	Jumlah Pendapatan
	1.545.613.209.844
	1.823.169.878.827
	2.297.206.009.718
	2.428.011.616.225
	2.542.265.732.656 


Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku (2015), data diolah kembali

3.2.3.
Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi input dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan output layanan publik yang optimal.

Terkait dengan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku dalam Tahun 2016 merumuskan kebijakan belanja daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi  dari masing-masing SKPD. Kebijakan penganggaran belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2016 senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pola pengaturan yang proporsional, efektif dan efiien dalam menunjang pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2016. Disamping itu pula, kebijakan belanja daerah tahun 2016 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat termasuk wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun atau pendidikan murah dan bermutu, pengobatan gratis bagi masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk pembangunan perdesaan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah ini diarahkan untuk :

1. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total APBD tahun 2016.

4. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari total APBD tahun 2016.

5. Mendukung pelaksananaan program-program prioritas pembangunan untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2014 – 2019 seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan.

6. Meningkatkan porsi belanja langsung agar lebih besar dari belanja tidak langsung melalui peningkatan belanja program dan kegiatan pada SKPD.

7. Mengupayakan peningkatan porsi belanja modal minimal 30% dari total belanja dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.

8. Mendorong program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama Pajak dan Retribusi daerah.  

Terkait dengan rencana alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2016 dapat ditunjukan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 3.8.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016
	 No. 
	 U   r    a     i    a    n
	J u m l a h

	
	
	Realisasi T.A. 2013
	Realisasi T.A.  2014
	Target                   T.A. 2015
	Proyeksi T.A. 2016
	Proyeksi T.A. 2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	BELANJA DAERAH
	 
	 
	 
	
	

	2.1.
	Belanja Tidak Langsung
	939.228.839.856
	830.868.693.355


	1.046.547.212.910
	1.104.285.961.071
	1.148.610.051.214

	2.1.1.
	Belanja Pegawai
	360.075.315.352
	392.741.104.676
	494.977.382.919
	532.100.686.638
	537.620.222.901

	2.1.2.
	Belanja Bunga
	1.644.657.420
	1.192.613.179
	874.408.639
	558.036.575
	874.408.640

	2.1.3.
	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.
	Belanja Hibah
	459.681.992.667
	306.012.794.821
	362.839.517.000
	350.000.000.000
	344.697.541.150

	2.1.5.
	Belanja Bantuan Sosial
	4.992.696.287
	2.016.380.197
	6.000.000.000
	10.000.000.000
	5.700.000.000

	2.1.6.
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
	91.395.307.902
	102.848.333.804
	153.174.798.352
	199.127.237.857
	216.092.878.523

	2.1.7.
	Belanja Bantuan Keuangan 
	19.008.296.828
	24.215.569.678
	21.411.106.000
	2.500.000.000
	26.125.000.000

	2.1.8.
	Belanja Tidak Terduga
	2.430.573.400
	1.841.897.000
	7.270.000.000
	10.000.000.000
	17.500.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Belanja Langsung
	637.219.990.181
	895.264.571.735
	1.309.162.598.850
	1.325.989.769.700
	1.430.121.090.850

	2.2.1.
	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
	637.219.990.181
	895.264.571.735
	1.309.162.598.850
	1.325.989.769.700
	1.531.659.102.000

	 
	Jumlah Belanja 
	1,576.448.830.038
	1.726.133.265.090
	2.355.709.811.760
	2.430.275.730.771
	2.680.269.153.214

	
	Surplus/(Defisit)
	(30.984.155.979)
	97.036.613.738
	(58.503.802.043)
	(2.264.114.547)
	(138.003.420.558)


Sumber : Biro PKKD Setda Maluku (2015), data diolah kembali

3.2.4.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka perlu dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dan sebaliknya, apabila anggaran di perkirakan surplus maka harus di manfaatkan melalui pembiayaan.

3.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan daerah yang perlu atau harus dibayar kembali. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2016 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan diharapkan mampu menutupi defisit anggaran.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah,  Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2016, Pengeluaran Pembiayaan di peruntukan bagi Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah dan pembentukan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Pattimura. 

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016
	No.
	U   r   a  iI   a   n
	J u m l a h

	
	
	Realisasi 
T.A. 2013
	Realisasi

T.A. 2014
	Target                   T.A. 2015
	Proyeksi 
T.A. 2016
	Proyeksi
 T.A. 2017

	3.1.
	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	149.438.146.481
	89.547.970.487
	66.239.687.474
	30.000.000.000
	65.739.305.989

	3.1.2.
	Pencairan Dana Cadangan
	-
	-
	-
	-
	75.000.000.000

	3.1.3.
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.
	Penerimaan Pinjaman Daerah
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.5.
	Penerimaan Piutang Daerah
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
	149.438.146.481
	89.547.970.487
	66.239.687.474
	30.000.000.000
	140.739.305.989

	3.2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Pembentukan Dana Cadangan
	20.000.000.000
	15.000.000.000
	5.000.000.000
	25.000.000.000
	-

	3.2.2.
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
	5.000.000.000
	-
	-
	-
	-

	3.2.3.
	Pembayaran Pokok Utang
	3.906.020.015
	2.735.885.431
	2.735.885.431
	2.735.885.431
	2.735.885.431

	3.2.4.
	Pemberian Pinjaman Daerah
	
	
	-
	-
	

	 
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
	28.906.020.015
	17.735.885.431
	7.735.885.431
	27.735.885.431
	2.735.885.431

	 
	Pembiayaan Neto  
	120.532.126.466
	71.934.684.660
	58.503.802.043
	2.264.114.569
	138.003.420.558

	3.3.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)
	89.547.970.487
	168.971.709.956
	-
	-
	-


Sumber : BPPKAD Provinsi Maluku (2015), data diolah kembali
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